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Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara 

 

: Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).  

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

Tanggal Putusan : Kamis, 14 Desember 2017. 

Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, pegawai PT. PLN (Persero) 
dan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara serta 
Mantan Pegawai PT. PLN (Persero).   

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan 
oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 13/2003 terhadap 
UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

Mengenai legal standing para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 
(1) UU MK dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para 
Pemohon, karena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat 
menghilangkan dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja para Pemohon 
disebabkan terjadinya perkawinan dalam satu perusahaan, sehingga para Pemohon 
kehilangan jaminan kerja dan penghidupan yang layak, menurut Mahkamah, 
berdasarkan penalaran yang wajar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a quo.  

Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
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kerja”. Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, 
“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, 
berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak 
atas perlindungan dari pengangguran”. Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong 
ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan 
pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hal sipil dan 
politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur 
tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur 
tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, 
sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan 
atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. 

Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, “Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah”. Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung 
jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut 
tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah. Hal itu juga berlaku terhadap 
hak-hak yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan a quo, dalam hal ini 
khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak 
dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun tanggung jawab 
untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh Konstitusi 
ditegaskan menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, hal itu bukan 
berarti bahwa institusi atau orang-perorangan di luar negara tidak wajib menghormati 
keberadaan hak-hak tersebut. Sebab, esensi setiap hak yang dimiliki seseorang 
selalu menimbulkan kewajiban pada pihak atau orang lainnya untuk menghormati 
keberadaan hak itu. 

Bahwa, hak atas pekerjaan adalah juga berkait dengan hak  terkait dengan hak 
kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (UU 39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 
28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, “Setiap 
warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas 
pekerjaan yang layak.” Dalam ayat (2) diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas 
memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 
ketenagakerjaan yang adil”. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat 
dalam Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang 
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menyatakan, 
“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak 
setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih 
atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang 
tepat guna melindungi hak tersebut”. 

Bahwa apabila ketentuan yang terdapat UUD 1945, UU 39/1999, Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia, dan International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Rights tersebut dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 
yang secara a contrario berarti bahwa dalam suatu perusahaan yang 
mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau 
ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan 
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menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa aturan 
tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun 
Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) International Covenant 
on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB sebagaimana disebutkan di 
atas. Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat 
direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat 
takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, 
dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak 
dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat 
dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 
13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya 
pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada 
norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh 
dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan. 

Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan PT. PLN (Persero), 
dalam keterangannya menyatakan memberlakukan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 
13/2003 di lingkungan internal mereka adalah dengan tujuan untuk mencegah hal-
hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja 
yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik 
kepentingan (conflict of interest) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal 
perusahaan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa alasan demikian 
tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana yang termuat dalam 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif 
di lingkungan perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan (conflict of 
interest) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan, hal tersebut 
dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga 
memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud 
kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan. 

Adapun argumentasi yang disampaikan baik oleh Presiden maupun Pihak 
Terkait APINDO yang pada prinsipnya mendasarkan pada doktrin pacta sunt 
servanda dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang 
menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu 
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 
karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 
dilaksanakan dengan itikad baik”, menurut Mahkamah, argumentasi demikian tidak 
selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan 
para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam 
kaitan ini, telah terang kiranya bahwa antara Pengusaha dan pekerja/buruh berada 
dalam posisi yang tidak seimbang. Sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada 
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dalam posisi yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. 
Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi 
kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi 
tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan demikian maka kata “telah” 
yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tidak dengan 
sendirinya berarti telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar 
putusannya memutuskan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


